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Semua orang mengharapkan pernikahannya dalam kehidupan rumah 
tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sesuai yang terdapat dalam Undang-
undang No 1 Tahun 1974 Akan tetapi tidak semua orang dapat membentuk suatu 
keluarga yang dicita-citakan. Hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai 
mati, maupun cerai hidup. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama 
sedangkan perceraian adalah akhir dari hidup bersama bagi pasangan suami istri 
tersebut. Perkawinan kedua dari seorang janda, khususnya yang telah mempunyai 
anak akan membuat sebuah tantangan besar bagi suami yang akan menikahinya, 
dalam hal ini akan menjadi ayah tiri untuk anak hasil pernikahannya. Dikarenakan 
selain mengurusi istrinya, ia juga harus mengurus anak-anak dari isterinya. 
Menurut Hukum Islam, di dalam hubungan suami Istri maka suamilah sebagai 
kepala keluarga. Suami merupakan tulang punggung sebuah keluarga. Prakteknya  
di lapangan tidak demikian, anak tidak tinggal bersama ibu dan ayah tirinya, maka 
anaknya harus diasuh oleh keluarga dari istri atau mantan suaminya, Padahal anak 
tersebut seharusnya masih dalam asuhan ibunya. Permasalahan yang terjadi di 
Kota Karang bahwa sang suami baru tersebut hanya mau menerima istrinya saja. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana praktek pengurusan 
anak tiri di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir 
Barat?. 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 
pengurusan anak tiri di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten 
Pesisir Barat?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pengurusan 
anak tiri di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, 
dan untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 
pengurusan anak tiri di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten 
Pesisir Barat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), 
yang bersifat deskriptif analitis. Analisis data komparatif yang dalam penelitian 
ini  menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data 
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan 
populasi total sampling karena jumlah populasi kurang dari 100 jadi seluruh 
populasi digunakan sampel. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 1. Bahwa mula-mula ayah tiri menerima kehadiran anak 
tirinya namun lama-kelamaan suami baru kurang senang kehadiran anak bawaan 
tersebut. Alasannya anak tiri tersebut masih tanggung jawab ayah kandungnya,  
factor lain karena kesulitan ekonomi dan cemburu. 2. Menurut hukum Islam tidak 
ditemukan dalam al-Qur‟an, Hadis dan Peraturan lainnya bahwa ada kewajiban 
dari ayah tiri untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut. 
Apabila ayah tiri membiyai itu bukan kewajiban melainkan hanya membantu 
meringan beban istrinya atau disebut sedekah, selain itu ayah tiri juga 
berkewajiban memberikan perlindungan, dan pemahaman terhadap agama 
terhadap keluarganya. Sedangkan Hukum Positif bilamana ayah dalam kenyataan 
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menetapkan 
bahwa ibu ikut memikul biaya untuk pemeliharaan anak. Dan apa bila kedua 
orang tua lalai menjalankan kewajiban terhadap anak, Pengadilan Agama dapat 








  MOTTO 
 …                 … 
 “Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan 
istrinya”. 
 
















Alhamdullilaahi robbil „aalamin, wabihi nasta‟in wa‟aala umuriddunya 
waddin assolatu wasalamu „aala asyrofil ambi‟i mursalin, wa‟alaa alaihi 
wasobbohi aj-mai‟in, amma ba‟du. 
Sembah sujudku kepada Allah Swt, dan Shalawat beriring salam tak lupa 
kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita semua mendapat 
syafaatnya diyaumil kiamah kelak amin amin ya robbal „aalamin. 
Saya ucapakan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah 
memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripisi ini. 
Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda 
Endang, dan Ibunda Emi Hasna Wati, Kakak-Kakakku Septi Rismiyana, Dodi 
Triyono, Edi Sopyan, Alamsyah Aalan Siroga, Evi Puspita Andini, serta keluarga 
dan teman-teman yang saya sayangi dan cintai semoga selalu dirahmati Allah 
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Alhamdullilah, puji syukur kehadirat Allah Swt, Rabb semesta 
alam atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “PEMELIHARAAN ANAK 
TIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
(Studi di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten 
Pesisir Barat)”. Shalawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya semoga kita 
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mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat: 
1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam 
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3. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I, selaku ketua Jurusan Hukum Kelurga Islam 
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memberikan pemekirannya serta nasehatnya untuk membimbing untuk 
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sekaligus sebagai ketua sidang. 
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dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan 
waktu dan memberikan pemekirannya serta nasehatnya untuk 
membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari‟ah yang telah membekali ilmu 
pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus 
tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
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Puspita Andini, serta keluarga dan teman-teman yang kucintai dan 
kubanggakan, sebagaimana telah memberikan segenap kasih sayang, 
mendidik dan tak henti-hentinya mendoakan penulis disetiap sujudnya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat melalui 
studinya hingga saat ini. 
8. Teruntuk dia yang setelah keluargaku, dia yang selalu menemaniku 
dalam keadaan susah dan senang Ghani Aaulia A.md terima kasih 
banyak semoga Allah yang membalas setiap kebaikanmu. 
9. Sahabat perjuangan dari awal kuliah sampai lulus kls A angkatan 2015. 
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Semoga Allah Swt akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan 
yang tiada henti kepada semua pihak yang telah membantu hingga 
terselesaikannya skripsi ini, penulis hanya bisa mendoakan semoga amal 
ibadah dari seluruh pihak diterima Allah Swt sebagai amal yang mulia. 
Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam 
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A. Penegasan Judul 
 
  Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan 
yang di maksudkan dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan 
salah di kalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi 
arti beberapa istilah yangterkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun 
judul dari skripsi ini adalah “Pemeliharaan Anak Tiri Perspektif Hukum 
Islam Dan Hukum Positif (Studi di Desa Kota Karang Kecamatan 
Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat).” Adapun beberapa istilah yang 
terdapat dalam judul dan perlu untuk di uraikan adalah sebagai berikut: 
1. Mengurus,  adalah mengatur segala-galanya tentang suatu urusan atau hal 
dan bertanggung jawab mengenai hal itu.
1
 
2. Anak tiri, adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil 
perkawinan dengan dengan istri atau suami yang sekarang.
2
 
3. Hukum Islam,  adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan 
Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 
diyakini masyarakat untuk semua hal bagi beragama Islam”.
3
 
Berdasarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini 
dapat disimpulkan sebagai upaya mengkaji bagaimana Islam memandang 
seorang ayah tiri melarang seorang istri mengurus anak tirinya. 
 
                                                 
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ke dua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). h. 1111. 
2
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke dua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). h. 1060. 
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B. Alasan Memilih Judul 
 Pada dasarnya terdapat dua alasan dalam pemilihan suatu judul 
penelitian, alasan memilih judul “Pengurusan Anak Tiri Perspektif Hukum 
Islam dan Hukum Positif” (Studi di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir 
Utara, Kabupaten Pesisir Barat) yaitu: 
1. Alasan Objektif. 
Banyaknya persoalan pemeliharaan anak tiri di tengah masyarakat 
Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat,  di 
mana seorang ayah tiri tidak mau menerima seorang anak yang dibawa 
oleh istrinya dari hasil pernikahan dengan suami pertamanya. Melihat 
kasus yang terjadi di Desa tersebut, maka dengan ini saya melakukan 
tinjauan sebagai bahan observasi. 
2. Alasan Subjektif. 
a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai kepengurusan anak tiri 
tersebut, maka sangat memungkinkan untuk diteliti. 
b. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini merupakan salah satu masalah 
yang termasuk didalam bidang ilmu yang penulis pelajari di jurusan 
Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan 
Lampung. 
C. Latar Belakang Masalah. 
 Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan 
rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sesuai yang terdapat dalam 




membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan. Hal ini dikarenakan adanya 
perceraian, baik cerai mati, cerai talak, maupun cerai hidup. 
 Dalam hal ini perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab 
tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan. Perkawinan merupakan awal 
dari hidup bersama sedangkan perceraian adalah akhir dari hidup bersama 
bagi pasangan suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar 
perkawinan yang dilaksanakan agar tetap utuh sepanjang masa, namun 




 Akhir-akhir ini banyak fenomena yang kita jumpai di tengah 
masyarakat mengenai perceraian. Banyak faktor yang mempengaruhinya, 
baik itu dari masalah ekonomi, faktor keluarga maupun hadirnya pihak ke 
tiga dalam suatu hubungan (keluarga). 
 Akibat dari perceraian yang setiap tahunnya semakin meningkat dan 
banyak faktor yang mempengaruhinya menyebabkan semakin banyaknya 
masyarakat yang menyandang status janda atau duda, baik yang telah 
mempunyai anak maupun belum mempunyai anak. Pernikahan kedua dari 
seorang janda, khususnya yang telah mempunyai anak akan membuat 
sebuah tantangan besar bagi si suami yang akan menikahinya, dalam hal ini 
akan menjadi ayah tiri untuk anak hasil pernikahannya. Dikarenakan selain 
mengurusi istrinya, ia juga harus mengurus anak-anak dari isterinya. 
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 Menurut Hukum Islam, di dalam hubungan suami Istri maka 
suamilah sebagai kepala keluarga. Hal ini dikarenakan pada umumnya 
keadaan jiwa laki-laki adalah lebih stabil dari wanita. Demikian dari fisik 
juga, laki-laki lebih kuat dari wanita.
5
 Ketentuan bahwa suami harus 
menjadi kepala keluarga ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surah an-Nissa ayat 
34. 
                     
                           
               
                          
   :۹)النسآء)  
Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, 
oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang 
saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 
tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita 
yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari 
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha 
besar”. 
 
Walaupun demikian sebagai mana dijelaskan ayat di atas, tidak 
berarti bahwa dalam kedudukan sebagai keluarga suami berhak semaunya 
saja tanpa menghiraukan hak-hak istri sebagaimana mestinya. Apabila  
suami bertindak melampaui batas-batas hak-haknya sebagai suami dan tidak 
                                                 
5








Suami adalah seorang pria yang memiliki kedudukan khusus di 
dalam sebuah keluarga. Ia menjadi pemimpin bagi keluarganya, mempunyai 
tugas untuk mencari nafkah serta menjaga anggota keluarganya baik dari 
gangguan internal maupun eksternal.Tanggung jawab seorang suami 
terhadap anaknya ini disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233. 
                        
                               
                         
                         
                              
           :۳۳)البقرة)    
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara 
ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban 
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah :233) 
 
                                                 
6
 Kahar Mahsyur, Fiqh Sunnah Wali Nikah Dan Pesta Kawin, Jilid 7, Terjemah: Fiqh as 




Suami merupakan tulang punggung sebuah keluarga disamping itu 
ayah mempunyai peran penting dalam pendidikan anak-anaknya khususnya 
mengajarkan nilai agama dan moral dalam hidup bermasyarakat. Sebagai 
seorang pemimpin dalam keluarga, ayah berhak mengatur anggota 
keluarganya sebaik mungkin sesuai batasnya. Karena, pemimpin yang baik 
akan menghasilkan anggota keluarga yang baik pula dan sejahtera. 
Pasca menikah lagi, otomatis seorang istri harus siap mengikuti 
aturan baru dalam sebuah keluarga barunya. Tidak sedikit kita jumpai, pasca 
menikah seorang ibu harus tega meninggalkan anaknya, meski anak itu 
sebenarnya masih harus diasuh oleh ibunya. Hal itu disebabkan karena 
aturan ketat dari sang suami yang melarang istri barunya mengurusi 
anaknya. Karena jika tidak diikuti aturan baru itu tidak menuntut 
kemungkinan akan terjadi dampak kepada anak maupun ibunya. 
 Ditambah, maraknya kasus yang menyangkut ayah tiri, yang 
diberitakan bahwa ayah tiri merupakan ayah yang kejam bagi anak tirinya, 
sehingga hal ini menyebabkan ketakutan anak terhadap ayah tirinya. Pada 
kenyataannya keharmonisan dalam keluarga tidak bergantung pada status 
kandung ataupun tiri melainkan ditentukan oleh usaha untuk membangun 
komunikasi antar pribadi dan karakter masing-masing. Karena menurut 
Robertus Belarminus yang mengutip Reza Indra giri Amriel hubungan orang 
tua tiri dan anak tidak selalu tidak harmonis. Kasus ibu tiri melakukan 
tindakan kekerasan pada anak terjadi karena tidak ada proses membangun 




pembicaraan mengenai fungsi atau peran masing-masing pihak sebelum 
berumah tangga  yang  merupakan  salah  satu  sumber penyebab  masalah 
dalam kepengurusan anak tiri. 
 Suami baru hanya mengizinkan apabila ingin tetap melanjutkan 
hubungan pernikahan, maka anaknya harus diasuh oleh keluarga dari istri. 
Padahal anak tersebut seharusnya masih dalam asuhan ibunya karena baru 
berusia 8 (delapan) bulan dan seharusnya mendapatkan ASI secara eksklusif 
selama 2 (dua) Tahun. Di Kota Karang, kabupaten Pesisir Barat setelah 
peneliti melakukan observasi terhadap warga juga terjadi hal yang demikian. 
Sepasang suami isteri yang telah melakukan perceraian kemudian masing-
masing pasangan tersebut menikah lagi, akan tetapi setelah menikah sang 
istri yang telah memiliki seorang anak dari mantan suami dilarang mengurus 
atau merawat anak dari suami pertama. 
 Permasalahan yang terjadi di Kota Karang bahwa sang suami baru 
tersebut hanya mau menerima istrinya saja. Sang suami baru beranggapan 
bahwa si anak bawaan masih dalam tanggungan ayah kandungnya. Hal itu 
mengakibatkan permasalahan baru bagi seorang istri, sehingga seorang istri 
harus merelakan anak bawaan nya diasuh oleh sang Nenek atau orang tua 
dari sang istri tersebut. 
 Dari pemaparan kronologis di atas maka menarik perhatian penulis 
untuk melakukan penilitian tentang “Pemeliharaan Anak Tiri Perspektif 
Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Desa Kota Karang, 




D. Fokus Penelitian. 
   Dari uraian di atas, permasalahan yang terjadi di Kota Karang 
bahwa sang suami baru hanya mau menerima istrinya saja. Sang suami 
beranggapan bahwa si anak bawaan masih dalam tanggungan Ayah 
kandungnya. Sehingga, peneliti memfokuskan penelitian kepada 
Pengurusan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam (studi di Desa Kota Karang 
Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat). 
E. Rumusan Masalah. 
      Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis 
dapat merumuskan masalah: 
1. Bagaimana praktek pemeliharaan anak tiri di Desa Kota Karang, 
Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat? 
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 
pemeliharaan anak tiri di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, 
Kabupaten Pesisir Barat? 
F.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian. 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pemeliharaan anak tiri di Desa 
Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum 
Positif terhadap praktek peemeliharaan anak tiri di Desa Kota 





2. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang diperbolehkan atau 
tidaknya seorang suami melarang istri merawat anak tirinya. 
b. Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, dan orang-orang yang 
membutuhkan. 
c. Untuk memenuhi pesyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas 
Syari’ah dan Hukum dalam mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang 
Al Akhwal al syakhsiyyah. 
G. Signifikansi Penelitian. 
Kegunaan penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa 
penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis 
maupun kegunaan praktis. 
1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna seabagai kontribusi 
dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan 
referensi atau diskusi bagi para mahasiswa maupun masyarakat serta 
berguna bagi perkembangan ilmu pengertahuan khususnya berkaitan 
dengan Pengurusan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam pada masyarakat 
Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.  
2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk 





H. Metode Penelitian. 
 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. berdasarkan hal 
tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara 
ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.
7
 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian. 
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field 
research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau 
direponden.
8
Penelitian di lapangan dilakukan untuk memperoleh data 
atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang 
bersangkutan. 
b. Sifat Penelitian. 
Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat 
deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa 
yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya 
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2. Sumber Data Penelitian. 
  Fokus penelitian ini lebih pada persoalan Pandangan Hukum   
Islam Terhadap seorang suami yang melarang istri mengurus anak tirinya 
di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. 
Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Data Primer. 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
responden atau objek yang diteliti.
10
Sumber data yang utama yaitu 
sejumlah responden yang terdiri dari ibu kandung, nenek atau kakek, 
anak, dan kerabat di desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara 
Kabupaten Pesisir Barat. 
b. Data Sekunder. 
Data Sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan 
dilaporkan oleh orang atau instansi selain dari penelitian sendiri, 
walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.
11
 
3. Metode Pengumpulan Data. 
      Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar 
untuk memperoleh data yang diperlukan.
12
 Dalam penelitian ini 
pengumpulan data menggunakan beberapa metode yaitu: 
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a. Metode Interview (Wawancara) . 
 Metode wawancara adalah metode pengumpulan data di mana 
peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada 
responden.
13
Interview dilakukan langsung kepada informan yaitu 
orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang 
terjadi. Pada prakteknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk 
diajukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan anak tiri 
tersebut 
b. Metode Observasi. 
  Metode observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data 
dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek peneliti.
14
 
Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang 
akan diteliti. 
c. Dokumentasi. 
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan 
sebagainya.
15
 Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan 
data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau 
objek yang sedang diteliti. 
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4. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan.
16
Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek 
pengamatan atau objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 10 kasus pernikahan yang memiliki anak tiri yang terdapat di 
desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. 
5. Metode Pengolahan Data   
  Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, 
mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, 
benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta 
berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan 
mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusunmenurut 
aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, 
penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut : 
a. Editing atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang 
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan 
dengan masalah. 
b. Interprestasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk 
menganalisis dan menarik kesimpulan.
17
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c. Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan 
bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan 
berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.
18
 
6. Metode Analisis Data  
Metode analisis data komparatif yang digunakan dalam penelitian 
ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode 
kualitatif. Maksudnya ialah bahwa analisis ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap seorang suami 
yang melarang istri mengurus anak tirinya Desa Kota Karang, 
Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. 
 Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode 
berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang 
khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki.
19
Metode ini 
digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang 
berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisisnya dituangkan 
dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan 
dalam penelitian ini. 
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PEMELIHARAAN ANAK TIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN 
HUKUM POSIITIF 
 
A. Hadhanah  
 
1. Pengertian Anak 
Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya 
dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah 
namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak 
Allah Swt dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak 
mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka 
anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik 
lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak 
yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab. Dalam pengertian 
Islam, anak adalah titipan Allah Swt kepada kedua orang tua, yang kelak 
akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil„alamin dan sebagai 
pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak 
yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai 
implementasi amalan yang diterima oleh orang tua.
1
 
Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah 
anugerah dari Allah yang maha kuasa yang harus dijaga dan dididik. 
Anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak 
hadir sebagai amanah dari Allah untuk dirawat, dijaga dan dididik yang 
kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan 
                                                             




perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal 
bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga.
2
 
Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang 
dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang 
laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh 




Dalam aspek fikih anak adalah menunjukkan adanya hubungan 
antara seoarang laki-laki dan perempuan, dimana dengan prosesnya 
pembuahan sel sperma dan sel telur bertemu hingga menjadi seoarang 
anak yang terlahir dari Rahim seoarang perempuan yang disebut dengan 




Pengertian anak sah menurut pasal 99 Kompilasi Hukum Islam 
adalah: (a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, 
(b). Hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan 
oleh istri tersebut. Sedangkan dalam pasal 100 anak yang di luar 
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2. Kedudukan Anak Dalam Keluarga 
 Kedudukan  anak  diatur  dalam  undang-undang perkawinan 
dalam bab IX pasal 42 sampai pasal 43. Masalah kedudukan anak ini 
terutama adalah dalam hubungan dengan bapaknya,  sedangkan  kepada  
pihak  ibunya  secara  umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk 
mengetahui siapa ibu  dari  anak  yang  dilahirkan  tersebut.  Untuk  
mengetahui ayah dari sang anak masih mengalami kesulitan. Bagi 
seseorang anak selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan 
dengan pihak bapak anak tidaklah demikian.
6
 
Anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam atau 
sebagai  akibat  dari  perkawinan  yang  sah  atau  hasil pembuahan  
suami   isteri   yang   sah   di   luar   rahim   dan dilahirkan   oleh   isteri  
tersebut.  Sedangkan   anak   yang dilahirkan     di     luar     perkawinan    
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan  keluarga  ibunya.
7
 
Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta 
kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran alat bukti lainnya 
tersebut tidak ada, maka Pengadila Agama dapat mengeluarkan penetapan 
tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang 
teliliti berdasarkan bukti-bukti yang sah, atas dasar penetapan Pengadilan 
Agama tersebut, maka instansi pencatat pemeliharaan dalam daerah 
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Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 
tahun, sepanjang anak tidak  cacat  fisik atau  pun mental atau  belum  
kawin.  Orang  tua  mewakili anak  mengenai  segala perbuatan hukum 
di dalam dan di luar  pengadilan.  Apabila  kedua  orang   tua   anak   
tidak mampu,  Pengadilan  dapat menunjuk  salah seorang  kerabat 
terdekat    yang    mampu    menunaikan    kewajiban   orang tuanya.
9
 
Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 46 diatur 
bahwa kewajiban anak yaitu, anak wajib menghormati orang tua dan 
menaati kehendak mereka yang baik, jika anak telah dewasa, ia wajib 
memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam 
garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya. 
3. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak 
Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku 
terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
10
, Anak wajib 
menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, Anak 
wajib memelihara dan membantu orang tuanya, manakala sudah tua, 
Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan, 
ada di bawah kekuasaan orang tua, Orang tua mewakili anak di bawah 
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umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di 
dalam dan di luar pengadilan. Keluarga (orang tua) mempunyai pengaruh 
yang besar terhadap keberhasilan belajar anak. Apabila keluarga, 
khususnya orang tua, bersifat mendorong dan membimbing terhadap 
aktivitas belajar anak, maka akan dimungkinkan anak tersebut 
memperoleh prestasi belajar yang tinggi. Sebaliknya apabila orang tua 
acuh tak acuh terhadap aktivitas belajar anak maka akan sulit bagi anak 
untuk memperoleh prestasi belajar yang baik. Suasana rumah, hubungan 
antar anggota keluarga, cara orang tua mendidik dan keadaan ekonomi 
keluarga juga dapat memberi dampak baik atau buruk terhadap kegiatan 
belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa atau anak tersebut.
11
 
a. Pengertian Hadhanah 
Hadhanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata, 
hadhanah (حضن),  yahdun  (يحضن),  hadnan  (حضن),  ihtadhana  
 yang artinya mengasuh ,(حواضن) hawadin ,(حاضنت) hadinatun  ,(احتضن)
anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak.
12
 “Hadhanah” berasal 
dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: hal memelihara, 
mendidik, mangatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-
anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan mana yang 
baik dan mana yang buruk). Hadanah menurut bahasa, berarti 
meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Seperti 
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halnya waktu ibu menyusui anaknya meletakkan anaknya di 




Menurut pendapat Sayyid  Sabiq  mendefenisikan  hadhanah  
sebagai  lambung, seperti kata “hadhanah ath-tha‟iru badhahu” yang 
artinya burung itu mengepit telur dibawah sayapnya. Sedangkan 
dalam kalimat “hadhanatal-mar‟atu waladaha” yang artinya seorang 
perempuan menggendong anaknya.
14
 Namun Sayyid Sabiq 
mendefenisikan hadhanah dalam terminologinya, hadhanah adalah 
melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki 
ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa 
perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, 
menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik 
jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri 
menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.15 
Jika ditinjau dari segi syara‟ maka artinya menjaga dan 
mengasuh anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha 
mendidik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan 
jasmani dan rohaninya. 
Dari  definisi-definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa 
hadhanah adalah  pemeliharaan  anak  yang  masih  kecil  setelah  
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terjadinya  perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan 
untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki atau 
perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi 
belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena belum 
memiliki kecerdasannya. Hadhanah ini dilakukan oleh seorang 
wanita yang mempunyai hak hadhanah hal ini dilakukan dalam 
segala  kepentingan anak asuh seperti pakaian, makanan, kesehatan 
jasmani dan rohani, mendidiknya agar dia mampu   mengurus dirinya 
sendiri untuk hidup dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 
Tetapi nafkah tetap dibebankan kepada kepala rumah tangga yaitu 
ayah dari anak terebut. 
Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab 
keduaorang tuanya. Hal ini meliputi beberapa hal, seperti ekonomi, 
pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. 
Dalam Islam tanggung jawab ekonomi ada dipundak suami sebagai 
kepala rumah tangga, meskipun dalam hal lain tidak menutup 
kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam tanggung 
jawab ekonomi tersebut. Karena itu sangat penting saling kerja sama 
antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Pada 
dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi kewajiban 








Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung 
jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang 
semestinya serta mencakupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh 
oranng tua. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan 
pelayanan serta mencakupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu 
sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang 
dewasa yang telah mampu beridiri sendiri.
17
 
Pemeliharaan anak akibat perceraian dalam bahasa fikih 
disebut dengan hadhanah yang artinya “pemeliharaan atau  
pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan 
anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal 
ini karena dibicarakan dalam fikih secara praktis antara suami dan 
istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan 
bantuan dari ayah atau ibunya.  
Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan seoarang anak 
itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana wajib memeliharaannya 
selama berada dalam ikatan perkawinan ataupun sudah terjadinya 
perceraian. Yang mana pendapat ini sejalan dengan firman Allah Swt 
dalam al-Qur’an surah al-Baqarah: 233 
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 ...                    :233...)البقرة) 
Yang artinya: “Adalah kewajiban ayah untuk memberi 
nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya”. 
 
Ayat di atas jelas bahwa kewajiban ayah untuk menanggung  
nafkah untuk anak maupun istri baik masih dalam ikatan perkawinan 
atau sesudah terjadinya perceraian. 
Hadhanah merupakan hak pengasuhan yang harus 
diberikan oleh orang tua kepada anak keturunan mereka, dan 
hadhanah adalah yang harus dilaksanakan tiap tiap orang tua dalam 
keluarga sebagai rangka mewujudkan keluarga yang berorientasi 
kepada al-Qur’an dan hadist Rasulullah saw. Karena pada prinsipnya 
dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, 
baik keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang 
menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Melihat kondisi anak yang 
begitu rentan akan bahaya bila tidak dilakukan pengasuhan, 
pengawasan, pemberian nafkah dan juga diselamatkan dari hal-hal 
yang dapat merusak mental maupun fisik anak sehingga pengasuhan 
anak menjadi wajib hukumnya agar tidak membahayakan jasmani 
dah rohani anak. Dasar hukum hadhanah yaitu Q. S. an-Nisa’ ayat 9 
yang berbunyi: 
                  




Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang 
yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang 
lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. 
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” 
 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin 
mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri 
dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka 
mempunyai kekuatan membakar.  Api  dapat  membuat  diri  dan  
jiwa  manusia  menderita  atau sengsara, yang bertanggung jawab 
atas semuanya adalah manusia itu sendiri. Untuk memelihara dirinya 
dan keluarganya (anak-anak dan isterinya) dari api neraka, dengan 
berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-
perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.
18
 
Mengasuh  anak-anak  yang  masih  kecil  hukumnya  
wajib,  sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak 
yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan  
hak  bagi  anak-anak  yang masih kecil, karena ia masih 
membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari 




Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ayat (3) menyebutkan 
bahwa tanggung jawab orang tua yaitu antara suami dan istri kepada 
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anak adalah sama. Orang  tua  wajib  memelihara  anak-anak  
mereka  yang  berupa memelihara pertumbuhan jasmani, rohani 
maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya. Pasal 80  ayat 
(4) yaitu seorang suami atau  ayahlah  yang  menanggung  biaya  
rumah  tangga,  biaya perawatan  dan  pengobatan  anak  juga  istri  




Pasal 105 ayat A dan C, jika terjadinya perceraian antara 
suami  dan  istri,  maka: 
1) Pemeliharaan  anak  yang belum mumayyiz atau  belum  
berumur  12  tahun  adalah  hak ibunya,  
2) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Atas   dasar   
pasal   di   atas   penguasaan   anak akibat perceraian  bagi anak 
yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun jatuh ke 
asuhan ibunya. Akan tetapi setelah  umur  12 tahun, anak diberi 
kekuasaan untuk memilih kepada siapa akan tinggal. Adapun 
jika pihak ibu tidak ada atau meninggal, maka kekuasaan atas 
anak telah diatur sesuai pasal 156 KHI (a) yaitu dengan urutan 
sebagai berikut:  a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari 
ibu  b. Ayah c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari 
ayah d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan e. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan anak akibat 
perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, jika ibu meninggal 
diberikan kepada kerabat dekat yang diatur dlaam KHI, tetapi 
biayaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. 
Karena tanggung jawab ayah tidak hilang karena terjadi perceraian 
seperti dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233.
22
 
Menurut Muhammad Baqir al-Habsyi, sebab ibu yang lebih 
berhak adalah, karena ibu lebih memiliki kemampuan untuk 
mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya masih 
muda, dan juga lebih sabar dan teliti dari pada ayahnya. Selain itu 
ibu dipandang memiliki waktu yang lebih lapang untuk 




Adapun jika terjadi perselisihan tentang pengasuhan anak, 
pengadilan dapat memutuskan berdasarkan pertimbangan pasal 156 
(a). tentang pengasuhan anak jika ibunya tidak ada atau meninggal, 
pasal 156 (b) tentang hak hadhanah anak yang sudah mumayyiz 
untuk memilih ikut ayah atau ibunya dan pasal 156 (d) tentang 
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kewajiban ayah untuk menanggung biaya hadhanah dan nafkah anak 
sampai umur 21 tahun. 
Kewajiban orang tua selain hadhanah adalah memberikan 
pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut 
menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup 
yang dibekali dengan kemampuan dan kecapakan sesuai dengan 
pembawaan bakat anak yang akan dikembangkannya ditengah-
tengah masyarakat sebagai landasarn untuk hidup dan 
penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tuan di 
dalam surat Luqman ayat 12-19, ada delapan niai-nilai pendidikan 
yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya: 
1) Agar senantiasa mengsyukuri nikmat Allah Swt 
2) Tidak mensyarikatkan Allah dengan sesutau yang lian 
3) Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kepatuhan anak 
4) Merawat orang tua secara baik-baik (ma‟ruf) 
5) Setiap perbuatan betapun kecilnya akan mendapatkan balasan 
dari Allah Swr 
6) Menaati perintah Allah Swt  
7) Tidak sombong dan angkuh dan 
8) Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.24 
Jadi proses pemeliharaan dan pendidikan akan dapat 
berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling berkerja dan saling 
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membantu, saling menjalankan peran masing-masing diantara ayah 
dan ibu demi anak agar menjadi pribadi yang baik, baik dalam 
agama atau yang lainnya. 
b. Dasar Hukum Hadhanah 
                      
                          
                       
                       
                      
                            
   ):233)الببقرة 
 Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 
selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian 
kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena 
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya 
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika 
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah: 233)
25
 
 Ayat di atas tidak secara ekpslisit menengaskan bahwa 
tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus 
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dipenuhi suami seabagi ayah. Namun pembebanan kepada ayah 
untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di 
dalamnya.
26
Dijelaskan bahwa dengan demikian tanggung jawab 
nafkah istri dan anak menjadi beban suami sekaligus ayah. Potongan 
ayat yang berbunyi ayat menyatakan, “merupakan kewajiban atas 
yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian 
kepada para ibu” kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah 
diceraikannya secara ba‟in bukan raj‟iy. Jika ibu dan anak itu masih 
berstatus istri walau telah  ditalak secara raj‟iy, maka kewajiban 
memberikan makanan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar 
hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan 
penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama 
tuntutan imbalan itu dinilai wajar. 
Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu 
membawa nama ayah, seakan-akan lahir untuknya, karena nama 
ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada 
ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya 
dilaksanakan dengan cara yang ma‟ruf, yakni dijelaskan maknanya 
dengan penggelan ayat berikut yaitu, seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah 
mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian 
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nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang 
ibu kepada anaknya. Dan juga seoarang ayah menderita karena ibu 
menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalil 
kebutuhan anak yang disusukannya.  
Dengan tuntutan ini, anak yang dilahirkan mendapat 
jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. 
Bahkan jaminan tersebut harus tetap diprolehnya walau ayahnya 
meninggal dunia, karena para waris pun berkewajiban demikian, 
yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia 
dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu, dengan 
baik. Di maksud dengan para waris adalah yang mewarisi sang 
ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti, warisan yang menjadi 
hak anak dari ayahnya yang meninggal digunakan antara lain untuk 
penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusuinya. Ada 
juga berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan para waris adalah 
para ibu yang meyusui itu. Ayat ini jaminan hkum untuk 
kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.
27
 
Dalam konteks modern dalam semua aspek kehidupan 
manusia penting untuk pemahaman tentang pemeliharaan anak 
secara luas, agar orang tua tidak hanya memperioritaskan 
kewajibannya pada kebutuhannya materiil anak, tetapi lebih dari itu 
yaitu kebutuhan cinta kasih sayang, pendidikan, kesahatan dan lain-
                                                             
27




lainnya, yang menjadi faktor pembentukan faktor penentu 
pembentukan kepribadian seoarang anak. 
28
 
c. Rukun dan Syarat 
  Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua 
unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang 
mengasuh yang disebut dengan hadhin dan anak yang diasuh atau 
madhnun. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk 
wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan 
perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk 
memelihara anak hasil perkawinan. Setelah terjadinya perceraian dan 
keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban 
memelihara anaknya secara sendiri-sendiri. 
Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh 
disyaratkan hal-hal sebagai berikut: 
1) Sudah dewasa, orang yang belum dewasa tidak mampu 
melakukan tugas yang berat itu, oleh sebabnya belum dikenai 
kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan 
memenuhi persyaratan. 
2) Berpikir sehat, orang yang kurang akal nya seperti idiot tidak 
mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu 
tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain. 
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3) Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur 
ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidik yang 
akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh 
orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak diasuh akan jauh dari 
agamanya. 
4) Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan 
meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil.
29
 
5) Dapat menjaga kehormatan dirinya 
6) Orang yang dipercayai 
7) Orang yang menetap di dalam Negeri anak yang didiknya 
8) Keadaan perempuan tidak bersuami, kecuali kalau dia bersuami 




Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) itu 
adalah: 
1) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri 
sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri. 
2) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena 
itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti 
orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya 
tidak boleh berada dalam pengasuhan siapa pun. 
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Bila kedua orang tua si anak masih lenkap dan memenuhi 
syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak 
adalah ibu. Alasannya karena ibu lebih memiliki rasa kasih sayang 
dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat masih 
muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam 
asuhan seoarang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu 
tetap berada di bawah tanggung jawab ayah. Hal ini sudah merupakan 
pendapat yang disepakati oleh ulama.
31
  
Terhadap syarat asuhan, para ulama mazhab sepakat yaitu, 
dalam asuhan diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, 
telah baligh, mampu mendidik, dapat dipercaya dan berakhlak mulia, 
beragama Islam, belum kawin dengan laki-laki lain. Tujuan dari 
keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan 
menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat 
ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.   
Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang, apakah beragama 
Islam merupakan syarat dalam asuhan. Imamiyah dan Syafi’iyah 
berpendapat; “seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang 
beragama Islam”. Sedangkan mazhab-mazhab lainnya tidak 
mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan 
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d. Masa berlakunya Hadhanah 
 Hadhanah berhenti apabila anak kecil tersebut yang berada 
dalam pengasuhan sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan 
perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta telah mampu 
mngurus kebutuhan dirinya sendiri misalnya makan, berpakaian 
sendiri, mandi sendiri, dalam hal ini tidak ada batasan tentang waktu 
habisnya. Di dalam Islam, periode anak dalam hadhanah ada 2 yaitu : 
1) Periode Sebelum Mumayyiz (mandiri) 
 Periode ini dimulai dari anak setelah lahir hingga 
menjelang umur tujuh tahun atau Delapan tahun. pada masa 
tersebut, anak masih dikatakan belum mumayyiz (mandiri), karena 
masih belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan 
yang berbahaya bagi dirinya. Anak-anak pada masa ini masih 
membutuhkan ibunya di dekatnya   
 Hadhanah berhenti ketika anak sudah mumayyiz 
(Mandiri), dewasa dan dapat berdiri sendiri sehingga ia sudah tidak 
memerlukan pengasuhan intensif lagi. Mumayyiz dalam hal ini 
ialah ketika anak sudah bisa mencukupi kehidupannya sendiri 
maka hak pengasuhan orang tua sudah habis. Menurut mazhab 
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Hanafi, mumayyiz pada anak lakilaki yaitu pada umur tujuh tahun 
sedangkan perempuan sembilan tahun.  
2) Periode Mumayyiz (mandiri)  
Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai ia 
baligh dan berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana 
telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk untuk 
dirinya. Oleh karena itu, anak sudah bisa menentukan kepada 
siapa ia berhak diasuh.
33
 
e. Urutan Orang yang Berhak dalam Hadhanah  
 Menurut hukum Islam orang-orang yang bisa ditunjuk 
menjadi wali adalah jika anak tersebut sudah dapat memilih atau 
sudah dapat membedakan sesuatu dan sudah tidak lagi membutuhkan 
pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali 
untuknya diambil dari keluarganya, sesuai dengan tertib urutan hukum 
waris. Jika anak tersebut belum dapat bisa memilih, para ahli fikih 
berpendapat bahwa kerabat ibu didahulukan dari kerabat ayahnya.
34
 
 Pengasuhan anak di dalam ajaran agama Islam pada dasarnya 
dilakukan oleh kedua orang tuanya. Namun ketika terjadi perceraian 
antara suami dan istri, maka yang lebih berhak mengasuh adalah ibu 
dari anak-anak. Kaum wanita dirasa lebih bisa merawat dengan sabar, 
lebih bersabar daripada seorang laki-laki, rasa sayang yang diberikan 
lebih tinggi daripada pengasuh laki-laki. Hal ini lebih diutamakan 
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karena demi kemaslahatan anak itu sendiri. Dalam hal urutan siapa 
saja orang yang berhak mengasuh anak, para ulama fikih berbeda 
pendapat tentang urutan tersebut. 
 Urutan-urutan orang yang berhak melakukan hadhanah dari 
kalangan perempuan menurut ulama Fiqh adalah sebagai berikut:
35
 
1) Hanafiyyah: Ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi 
dari jalur ibu, putri-putri saudara lelaki, bibi jalur ayah kemudian 
ashabah sesuai urutan warisan.  
2) Malikiyyah: Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek 
dari jalur ayah ke atas kemudian saudara perempuan, bibi dari 
ayah dan putri dari saudara, orang yang mendapat warisan bagian 
ashabah.  
3) Syafi’iyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara 
permpuan, bibi dari ibu, putri-putri saudaralelaki, putri-putri dari 
saudara perempuan, bibi dari ayah, orang yang termasuk mahram.  
4) Hanabilah: Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek 
dan ibunya kakek, saudara perempuan dari kedua orang tua, 
saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi 
dari jalur ayah, bibinya ibu,bibinya ayah, putrinya saudara lelaki, 
putri paman ayah dan kerabat yang paling dekat.  
Urutan orang-orang yang berhak atas hadhanah dari kalangan 
laki-laki yaitu: bapak, kakek terus keatas, saudara dan putra-putranya 
                                                             
35





terus kebawah, paman-paman dan putraputranya. Karena ketika tidak 




Kekuasaan seorang wali dapat dicabut bila melalaikan 
kewajibannya atau ia berkelakuan buruk. Apabila wali melalaikan 
kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan untuk mencabut 
kekuasaannya dan memidahkannya kepada pihak lain. 
37
 
f. Pengertian anak tiri dalam Islam  
Anak tiri adalah anak salah seorang suami atau isteri sebagai 
hasil perkawinannya dengan isteri atau suaminya yang terdahulu. 
Misalnya, anak tiri seorang ayah, ialah anak isterinya sebagai hasil 
perkawinan isterinya itu dengan suaminya terdahulu. Anak tiri 
seorang ibu, ialah anak suaminya sebagai hasil perkawinan suaminya 
itu dengan isterinya terdahulu.
38
  
Pada dasarnya, anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan 
dan keperdataan dengan orang tua sedarah. Adanya hubungan dengan 
orang tua sedarah tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran yang 
otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Kedudukan anak tiri dalam keluarga orang tua 
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tiri termasuk hubungan keluarga semenda, yang mengakibatkan 
larangan melakukan perkawinan. 
Sebagaiman disebutkan dalam Pasal 8 huruf a sampai huruf f 
yaitu: Perkawinan dilarang antara dua orang yaitu: a) Berhubungan 
darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas b) 
Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 
saudara, antarseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang 
dengan saudara neneknya  c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, 
anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri  d) Berhubungan susuan, yaitu 
orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan  
e) Berhungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan 
dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang  f) 
Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan  lain yang 
berlaku, dilarang kawin. Lebih lanjut lagi Islam juga mengatur 
tentang hubungan dan pergaulan anak tiri atau orang tua tiri dalam 
keluarga. Orang tua tiri terhadap anak tiri mereka menjadi mahram 
demikian juga anak tiri terhadap orang tua tiri mereka juga mahram 
(haram untuk dinikahi)  hal ini dapat dipahami dengan firman  Allah 
dalam potongan ayat dalam surat an-Nisa ayat 23 
    …       … ):23النسآء) 
 
Artinya : “Anak-Anak perempuan dari istrimu (anak tiri) 





 Pengharaman tersebut bersifat mengikat selama-lamanya 
tanpa ada batas waktu, setiap pengharaman dalam syari’at tentu ada 
hikmah yang mungkin tidak dapat diketahui maslahahnya. 
B. Anak Menurut Hukum Positif 
1. Pengertian Anak  
Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah 
seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang 
diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih 
dbawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.
39
 Di 
Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut 
peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. 
Namun di antara beberapa pengertian  tidak ada kesamaan mengenai 
pengertian anak tersebut, karna di latar belakangi dari maksud dan tujuan 
masing-masing undang undang maupun para ahli. 
pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi 
kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 
1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan 
perlingdungan, baik semasa dalam kendungan, dalam lingkungan 
masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan 
perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari 
ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat. Pengertian anak 
menurut peraturan perundang undangan dapat dilihat sebagai berikut: 
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a. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945 
Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 
yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 
negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum 
dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina 
untuk mencapai kesejahteraan anak.6 Dengan kata lain, anak tersebut 
merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap 
pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. 
Menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan 
pengaturanya dengan dikeluarkanya UU No. 4 tahun 1979 tentang 
kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) 
yaitu seseorang yang harus memproleh hak-hak yang kemudian hak-
hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan 
wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga 
berahak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemelihraan dan perlindungan 
baik semasa dalam kandungan maupun sesuadah ia dilahirkan “.
40
 
b. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
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Tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak 
adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (deklapan 
belas) tahun dan belum pernah menikah.7” Jadi dalam hal ini 
pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak 
dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan 
belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. 
Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah 
kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam 
perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka sianak 




c. Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 
 UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur 
kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut 
tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat 
perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun 
mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan 
minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) 
tahun dan wanita 16 (enambelas) tahun. 
 Dalam pasal 47 ayat (1) dikatan bahwa anak yang belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
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melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama 
mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) 
menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernak kawin, tidak berada di bawah 
kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.nDari pasal-
pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam 
UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah 
dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 
(sembilan belas) tahun untuk laki-laki. 
42
 
d.  Anak menurut Kitab  Udang-Undang Hukum perdata 
 Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan 
orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 
tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap 
orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya 
seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian 
bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 




e. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
 Anak dalam Pasal 45 KUH Pidana adalah anak yang umurnya 
belum mencapai 16 (enam belas) tahun. 
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f. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak  
  Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai 




g. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak  
  
Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang 
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
45
 
h. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : 
 
"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".
46
 
Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the 
rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 
tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, 
kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan 
sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, 
pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni 
sebagai berikut :  
Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : 
dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan 
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batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang 
menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau 
tergolong anak tetapi sudah dewasa.
47
 
Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya 
Maidi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan 
proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak 
dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu 
selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan 
menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua 
puluh) tahun untuk laki-laki."
48
 
Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama 
merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan 
belum dewasa, tidak perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya 
walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan 
perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan 




Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana 
tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu 
untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan 
lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan 
                                                             
47
 Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : 
Rajawali, 1986) hal. 105 
48
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, 
P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32 
49




umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi 
Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri 
ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah 
menikah. 
Dalam prinsip menurut KUH per, anak yang sah adalah anak 
yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. 
Menurut pasal 250 KUH per, tiap-tiap anak yang dilahirkan atau 
ditumbuhkan sepanjang perkawinan, maka si suami boleh menyangkal 
anak tersebut, tetapi menyangkalnya tidak boleh dilakukan dalam hal: 
a. Si suami telah mengetahui bahwa pada saat perkawinan, si istri sudah 
hamil. 
b. Si suami turut hadir pada saat pembuatan akta kelahiran.50 
2. Kedudukan anak dalam keluarga 
  Menurut kitab undang-undang hukum perdata, dengan 
perkawinan suami isteri memperoleh keturunan. Keturunan yang 
dimaksud disini adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-
anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak mempunyai hubungan 
biologis. Anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dan tumbuh 
sepanjang perkawinan adalah anak sah,sedangkan anak-anak lainnya 
yakni anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat dengan 
perkawinan di namakan anak yang tidak sah atau diluar nikah. Jadi 
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   Menurut undang-undang perkawinan pasal 42 anak sah adalah 
anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah. Sedangkan anak yang 
dilahirkan diluar perkawinan merupakan anak luar kawin dan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 
43 undang-undang perkawinan). Si anak tidak mempunyai hubungan 
hukum dengan ayahnya baik yang berkenaan dengan warisan dan 
pendidikannya. Anak luar kawin tersebut tidak dapatdinasabkan kepada 
bapaknya sehingga ia tidak akan mempunyai hubungan baik secara 
hukum maupun kekerabatan dengan bapaknya. Sehingga secara yuridis 
formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu. 
3. Kewajiban orang tua terhadap anak 
  Undang-Undang Perlindungan anak pertama kali adalah  
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan selanjutnya mengalami 
amandemen dengan lahirnya Undang-Undang 35 tahun 2014. Pada UU 
yang baru dijelaskan Pasal 1:  Ayat (1): Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Ayat (2): Perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
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diskriminalisasi.  Ayat (12): hak Anak adalah bagian dari hak asasi 
manusia yang wajib dijamin, dlindungi, dan dipenuhi oleh oragtua, 
keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.  Ayat 
(16): Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat 
timblnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan 
atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan atau permpasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal  9 
Ayat (1): Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 
dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 
dengan minat dan bakat. Ayat (1a): Setiap anak berhak mendapatkan 
perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan 
yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesame peserta didik, 
dan/atau pihak lain. Dalam pasal 26 menyebutkan bahwa orang tua 
berkewajiban: (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, 
(b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 
minatnya, (c) mencegah perkawinan pada usia anak-anak.
52
 
  Hak anak dapat kita lihat dalam Undang Undang Perlindungan 
Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tertang Perlindungan 
Anak: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan  
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi (Pasal 4); 
  Adanya hubungan hukum antara seseorang dengan seorang yang 
lainnya menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. 
Keadaan seperti ini juga terdapat dalam hukum kekeluargaan di mana 
terdapat hubungan hukum antara anak dan orangtuanya yang 
menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Seorang anak berhak untuk 
mendapatkan nafkah dari orangtuanya sampai anak tersebut dewasa atau 
sudah menikah, demikian sebaliknya apabila anak tersebut telah dewasa ia 
wajib memelihara orangtuanya sesuai dengan kemampuan nya bila 
mereka membutuhkan.
53
 Dalam UUP pasal 41 dinyatakan bahwa apabila 
perkawinan putus kerena perceraian, maka akibatnya adalah: baik ibu atau 
bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-
mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisiha mengenai 
penguasaan anak Pengadilan yang memberikan keputusan, bapak yang 
bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang 
diperlukan anak, bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajiban 
tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya 
tersebut dan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biayapenghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban 
bagian bekas istri. 
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  Kewajiban orang tua juga terhadap anak adalah majib 
memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, berlaku sampai anak itu 
kawin atau sudah mampu berdiri sendiri
54
 
C. Tinjauan Pustaka 
 Masalah tentang pengurusan anak tiri perspektif hukum Islam dan 
hukum positif sudah dibahas oleh penelitian terdahulu dalam beberapa judul 
penelitian, antara lain sebagai berikut: 
1. Dalam judul jurnal “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat 
Percerian Ditinjau Dari Hukum Positif” karya Prihatini Purwaningsih,  
Hadhanah ialah memelihara anak yang belum mumayyiz (belum 
mampumengurus dirinya sendiri). Hak pemeliharaan anak akibat 
perceraian menurut fiqih ialah ibu dari pada ayahnya. Sedangkan 
menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 (a) bahwa hak 
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya. Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara anaknya 
sampai anak tersebut menikah.  Sedangkan menurut Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang lebih berhak 
untuk memelihara anak adalah salah satu dari kedua orang tuanya yang 
dekat dengan anaknya. Meskipun dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum 
Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau 
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi tidak selamanya 
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ibu mendapatkan hak menjadi pengasuh anak dengan berbagai alasan, 
seperti jika ibu dari anak adalah seorang penjudi, pemabuk, ringan 
tangan, menelantarkan anak, tidak dapat menjamin keselamatan jasmani  
jasmani dan rohani anak, tabiat jelek ibunya dalam mendidik anak, sering 
mencaci, menghina, atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik 
terhadap anak. Ibunya tidak melakukan hal tersebut secara langsung akan 
tetapi dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi anak, misalnya 
gaya hidup ibunya yang terlalu boros, tidak bermoral, lingkungan tempat 
tinggal ibunya yang tidak baik untuk perkembangan anak misalnya 
lingkungan prostitusi, narkoba dan sebagainya. Maka bisa jadi hak asuh 
anak (hadhanah) akan jatuh pada pihak ayah.
55
   
2. Dalam judul jurnal “Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan 
Sah Menurut Hukum Waris Islam” karya ilmiah Reski Amalia Sondakh, 
Anak tiri pada dasarnya adalah anak bawaan suami atau istri dari 
perkawinan sebelumnya. Yang secara hukum memiliki hubungan dengan 
perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibu-nya, dimana anak bawaan 
suami atau istri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga atau 
perkawinan yang baru ayah atau ibu-nya. Status sebagai anak tiri tidak 
menghilangkan hak waris anak tiri sebagai anak kandung dari ayah atau 
ibu kandung-nya yang membawa anak tiri kedalam perkawinan yang 
baru, serta kedudukan anak tiri dalam hak waris juga diakui secara 
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hukum waris Islam sebagai Hijab Nuqshan (Penghalang yang berakibat 
berkurangnya bagian ahli waris). Anak tiri dalam hukum waris Islam 
tidak secara langsung tergolong sebagai ahli waris karena tidak terdapat 
sebab mewarisi (asbabul miirats). Tetapi dengan menggunakan alternatif 
lain dalam hukum waris Islam, anak tiri tidak akan kehilangan haknya 
untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, sebagai anak 
bawaan dari ayah dan ibu kandung-nya. Dan dalam hukum waris Islam, 
anak tiri bisa mendapatkan harta warisan dari perkawinan ayah atau ibu 
kandung-nya yang baru (keluarganya  yang baru) dengan cara Qiyas dan 
Wasiat Wajibah sebesar 1/3.
56
 
3. Dalam judul skripsi “ Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan 
Anak (Hadhanah ) yang belum Mumayyiz di Bawah Asuhan Ayah (Studi 
Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg)” karya ilmiah Faridatul Lailia, 
dalam menerapkan putusan perkara Hadhanah di Pengadilan Agama 
Malang hakim berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan dalam 
memutuskan perkara Hadhanah secara umum adalah Undang-Undang 
Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, yang intinya yaitu memutuskan 
sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kompilasi Hukum Islam 
pasal 105 huruf (a) digunakan hanya apabila tidak terjadi perselisihan 
mengenai pengasuhan anak diantara orang tua, hakim juga berlandaskan 
atas fakta hukum yang terjadi dipersidangan. Dalam pertimbangan 
putusan di atas bahwa haim meberikan hak Hadhanah anak yang belum 
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mumayyiz kepada ayah, dalam memutus perkara tersebut hakim 
berpendapat bahwa putusan tersebut contra legem, memutuskan perkara 
tersebut hakim keluar dari Kompilasi Hukum Islam 105 huruf (a). hakim 
juga tidak mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang 
Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, tetapi lebih megutamakan fakta 
yang terjadi dipersidangan serta bersumber pada kitab Kifayatul Akhyar 
yang menyatakan pengasuhan anak menjadi hak istri sepanjang istri 
masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru. Karena istri 
melakukan kawain cerai oleh karena hakim  memberikan hak Hadhanah 
kepada suami. 
Dari ketiga judul di atas tidak terdapat pembahasan tentang 
Pemeliharaan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Oleh 
sebab itu penelitian yang berjudul “Pemeliharaan Anak Tiri Perspektif 
Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Kota Karang Kecamatan 
Pesisir Utara, Kabupaten Peisisr Barat)”, perlu untuk di teliti lebih dalam oleh 
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